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Pokok Bahasan  :  Media Massa dan Kontrol Sosial

Kompetensi Dasar

· Setelah mempelajari modul ini,  diharapkan Mahasiswa mampu untuk:
· Memahami peran media massa sebagai alat kontrol sosial
· Memahami fungsi media dalam proses pengendalian norma di masyarakat
Indikator

1. Mahasiswa dapat menjelaskan arti kontrol sosial
2. Mahasiswa mampu menunjukkan lembaga-lembaga yang terbentuk dari media massa sebagai alat control social.
3. Mahasiswa mampu menunjukkan fungsi-fungsi media massa sebagai alat kontrol sosial 

Pendahuluan

Dunia sosiologi, seperti yang ditunjukkan oleh Comte, tampak energik dan dinamis. Hanya dalam waktu relatif singkat, cabang ilmu sosial murni ini (pure science) telah menyita perhatian para ilmuwan yang sebelumnya mengeluti ilmu alam. Setelah Perang Dunia II, di Amerika Serikat para ilmuwan ramai-ramai  mempelajari berbagai dampak sosiologis media massa. Sosiolog Lazarsfeld dari University of Princeton, melakukan penelitian mendalan tentang pengaruh media massa kepada pemilih dalam pemilu serta interaksi sosial dan suatu sistem sosial yang mempengaruhi efek komunikasi.

Seorang pakar komunikasi dari Indonesia, melalui perhatiannya di Jerman dan Jurnalis di Amerika, perlahan lahan sosiologi komunikasi massa berkembang sebagai disiplin ilmu tersendiri. Kehadiran media massa dalam masyarakat modern yang serba ada dan serba meliputi memaksa para sosilog untuk tidak bisa mengabaikan peranan media massa. Menarik untuk meneliti secara sosiologi pengaruh media massa pada pembentukan opini dan sikap individu, tetapi lebih menarik lagi adalah mengkaji bagaimana media massa berusaha menelaah hubungan timbal balik antara media massa mengembangkan norma sosial, membentuk interaksi sosial, melakukan kontrol sosial dan menimbulkan perubahan sosial.

Sosiologi komunikasi massa berusaha menalaah hubungan timbal balik antara media massa dan masyarakat. Orang awam bertanya dapatkah media massa meningkat taraf kejahatan dan kekerasan, meruntuhkan tatanan moral, memporak porandakan budaya tradisional, atau mengantar masyarakat pada kondisi adil dan makmur. Ilmuan bertanya sejauhmana proses sosial mempengaruhi mekanisme kerja media massa. 

Sosiologi komunikasi massa, sangat tertarik untuk melakukan analisis sosiologis mengenai fenomena sisi historis, fungsi, eksistensi dan dampak media massa sebagai lembaga sosial yang bersifat dinamis. Dalam konteks misalnya, kita bisa memperkarakan banyaknya tayangan film dan sinetron bertema seks, kekerasan, dan dunia mistik yang diyakini tidak mencerahkan tetapi justru menyesatkan masyarakat.

Dalam pandangan pakar sosiologi Soerjono Soekamto, sosiologi komunikasi  merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh mempengaruhi atara para individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok.

Secara Komprehensif sosiologi komunikasi mempelajari tentang interkasi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi (komunikasi) itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai aakibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan perubahan sosial dalam masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang serta efek sosial semacam apakah yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang didorong oleh media massa itu (Bungin. 2006.31).

A. Pengertian Kontrol Sosial

Pranata Sosial  seperti dijelaskan dalam Modul 7 berkaitan  erat dengan pengendalian sosial (Social Control). Sebagai konsekuensi dari hidup bersama dengan orang disekelilingnya maka anggota masyarakat harus menyesuaikan diri dengan norma atau aturan yang ada(social expectation), atau dengan kata lain setiap individu  diharapkan berperilaku hidup dengan tetap mempertimbangkan keberadaan orang lain disekitarnya.
Tentu saja dari setiap harapan tersebut ada yang longgar dan ada yang ketat ketentuannya.Harapan yang ketat tadi misalnya menyangkut Norma dan nilai-nilai utama yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.
Masyarakat kemudian mengamati dan mengendalikan agar warga masyarakat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.
Kontjaraningrat (Ahli Antropologi) menunjukkan ada 5 cara pengendalian sosial  yaitu:
1. mempertebal keyakinan  anggota masyarakat akan kebaikan norma yang ada
2. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang taat pada norma
3. mengembangkan rasa malu pada diri atau jiwa anggota masyarakat jika mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma
4. Menimbulkan rasa takut
5. Menciptakan system hukum dengan sanksi yang berat bagi pelanggarnya.
Teori Kontrol: 
· Ide utama: penyimpangan mrpk hasil dr kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Asumsinya, setiap manusia cenderung tidak patuh pd hukum atau memiliki dorongan utk melakukan pelanggaran hukum. Teori ini menilai perilaku menyimpang adl konsekuensi logis dr kegagalan sso utk menaati hukum. Hal ini paralel dgn teori konformitas.

· Menurut Hirschi ada empat unsur utama kontrol sosial internal: attachment (kasih sayang); comitment (tg jwb); involvement (keterlibatan); dan believe (kepercayaan).

Dalam Teori konflik: Fokus analisis: asal usul terciptanya suatu aturan/ tertib sosial. Tujuannya tdk utk menganalisis asal usul terjadinya pelanggaran aturan atau latar belakang sso berperilaku menyimpang, ttp menekankan sifat pluralistik dlm masyarakat dan ketimpangan distribusi kekuasaan antar kelompok. Masyarakat merupakan kelompok2 dr berbagai kepentingan yg bersaing dan cenderung konflik. Melalui persaingan, kelompok dgn kekuasaan lebih menciptakan hukum dan aturan yg menjamin kepenitingan mereka dimenangkan. (Quinney)

B. Sistem Pengendalian Sosial (social control)
Apakah yang dimaksud dengan kontrol sosial itu? Apakah tujuan kontrol sosial bagi kehidupan sosial? Setiap masyarakat selalu mendambakan keadaan yang tenang, tertib dan aman. Namun kondisi normatif tersebut tidak selalu terwujud secara utuh. Banyak penyimpangan terjadi di dalam masyarakat yang berawal dari ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Banyak perilaku yang tidak sesuai dengan teraturan sosial (social order), seperti tawuran antarmahasiswa, hubungan seks di luar nikah, pemakai narkoba dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengendalian sosial, yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Kondisi itu terjadi jika ada keserasian antara perubahan dan stabilitas yang ada dalam masyarakat. Cara –cara yang dilakukan antara lain: melalui persuasi dan koersi. Untuk itu perlu ada pranata sosial yang berperan. Pranata itu antara lain polisi, pengadilan, dan tokoh masyarakat.

Pengendalian sosial bertujuan agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dijalankan oleh seluruh masyarakat sehingga tertib sosial di dalam masyarakat dapat terpelihara. Dalam masyarakat terdapat beberapa cara pengendalian sosial untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang. Bentuk pengendalian sosial tersebut, antara lain adalah gosip atau desas-desus, teguran, hukuman, pendidikan dan agama.

Pengendalian sosial dalam bentuk "gosip" melalui penyebaran isu-isu melalui orang-perorangan. Misalnya  seorang  gadis diisukan hamil, sehingga masyarakat berubah sikap terhadap gadis yang diisukan. Pada umumnya orang tidak ingin menjadi objek gosip. Sehingga orang yang menjadi objek gosip berusaha mengjauhi perbuatannya. Dengan demikian gosip merupakan salah satu cara poengendalian sosial yang berfungsi mengurangi penyimpangan sosial.

Teguran merupakan kritik sosial yang dikemukakan secara langsung dan terbuka terhadap seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang. Tujuannya agar perbuatan itu dapat dihentikan dan memetuhi norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Hukuman dapat menyadarkan orang untuk kembali melaksanaan aktifitas sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukuman akan memberi contoh kepada yang tidak melakukan penyimpangan bahwa bila mereka melakukan penyimpangan akan mendapat huukuman.

Pendidikan adalah suatu proses untuk mendidik individu dalam konteks pengendalian sosial, dengan pendidikan seseorang diajarkan untuk mengetahui, mengakui dan membiasakan diri pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Melalui pendidikan seseorang dapat mengetahui tindakan yang patut dan tindakan yang tidak patut atau tindakan yang benar dan yang tidak benar.

Agama merupakan salah satu tuntunan bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia dan dengan alam. Di dalam agama terdapat norma-norma tentang perbuatan apa yang diperintahkan, diperbolehkan dan dianjurkan serta dilarang.  

Masalah-masalah yang muncul dalam kontrol sosial adalah  masalah conformity dan deviation. Conformity adalah penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Deviation adalah penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali control social digunakan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Hal itu ada benarnya,  akan tetapi secara lebih luas mencakup segala proses yang bersifat mendidik, mengajak atau memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan demikian pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara  kepastian dengan keadilan. Menurut Peter L Berger, kontrol sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara itu Roucek mendefinsikan kontrol sosial sebagai suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu agar dapat menyesuaikan diri degan kebiasaan dan nilai kelompok tempat mereka tinggal. Pengendalian sosial (social control) sebagai suatu konsep dalam sosiologi baru digunakan pada tahun 1894 oleh Small dan Vincent (Sunarto. 1998: 65-68). Pengendalian sosial dapat diartikan sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Dan juga mencakup proses-proses yang dapat kita klasifikasikan sebagai proses sosialisasi.

Tujuan diciptakannya kontrol sosial adalah agar anggota masyarakat menaati norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Sistem pengendalian yang merupakan  segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 

Sifat Kontrol Sosial

Pengendalian sosial dapat bersifat:

1. Preventif/positif, merupakan usaha pencegahan terhadap gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau ancaman sanksi. Cara: proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal

2. Represif/negative, Bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan agar berjalan seperti semula. Dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau mengancam sanksi. Cara: penjatuhan sanksi terhadap pelanggar dan penyimpang kaidah2 yg berlaku.

Alat yang biasa digunakan untuk pengendalian sosial beraneka ragam. Seperti sopan santun, teladan, penyebaran rasa malu dsb. Namun kekuatannya tidak sama dalam suatu masyarakat sederhana dengan masyarakat yang kompleks.  Pendidikan dan hukum adalah  alat yang sangat ampuh dalam pengendalian sosial. Sopan santun mungkin lebih ampuh pada hubungan anak dengan mertua, tapi mungkin dalam hubungan masyarakat di pasar belum tentu berkesan. Menurut Roucek, bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui institusi atau non-institusi, secara lisan dan simbolik dan melalui kekerasan, menggunakan hukuman atau imbalan serta secara formal atau informal. Sementara menurut Fromm pengendalian sosial dapat dilakukan melalui sosialisasi dan menurut Lapiere, pengendalian sosial dapat dilakukan melalui tekanan sosial. Ada beberapa cara untuk melakukan pengendalian sosial:

1. Cara Pengendalain Sosial Melalui Institusi dan Non-Institusi


Cara pengendalian sosial melalui institusi adalah melalui lembaga sosial yang ada dalam masyarakat, seperti lembaga pendidikan, lembaga hukum, lembaga agama, lembaga politik, ekonomi dan keluarga., contohnya lembaga peradilan, lembaga adat, lembaga pendidikan, pesantren dan lain sebagainya.


Cara pengendalian sosial melalui non-institusi adalah dengan cara pengendalian sosial di luar institusi yang ada, seperti sekelompok massa memukuli pelaku copet di sebuah terminal, mahasiswa menjauhi teman-temannya yang terlibat narkoba, seseorang mendamaikan dua orang mahasiswa yang terlibat berkelahi.

2. Pengendalian secara Lissan, Simbolik dan Kekerasan


Cara pengendalian melalui lisan dan simbolik, juga disebut dengan cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Pengendalian sosial secara lissan dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan yang berlaku dengan berbicara secara langsung dalam bahasa verbal. Contoh, memberikan saran, nasehat, dan masukan kepada masyarakat untuk berbuat baik dan menaati aturan yang berlaku. Sedangkan pengendalian simbolik dapat dilakukan antara lain melalui tulisan, spanduk dan iklan layanan masyarakat. Contoh: penyuluhan Narkoba dari pihak kepolisian, ceramah keagamaan, spanduk menjaga persatuan dan sebagainya.


Cara pengendalian sosial dengan kekerasan (koersif) yaitu dengan ancaman berupa fisik agar si pelaku jeran dan tidak melakukan lagi.

3. Pengendalian sosial melalui Imbalan dan Hukuman (reward and punishment)


Cara pengendalian sosial melalui imbalan bersifat preventif, pemberian bertujuan agar norma dan nilai sosial dalam masyarakat ditaati. Sedangkan cara pengendalian sosial melalui hukum cenderung bersifat represif, cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi, seperti merokok di kawasan kampus di berikan sanksi hukum berupa skorsing seminggu tidak boleh kuliah.

4. Cara pengendalian sosial Formal dan Informal


Cara pengendalian formal menurut Horton dan Hunt adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki aturan-aturan resmi, seperti perusahaan, perkumpulan serikat pekerja atau lembaga peradilan dan kepolisian., seperti perusahaan telah membuat aturan mengenai kenaikan gaji, cuti serta sanksi in-disipliner.


Cara pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi dan tidak memiliki aturan yang tertulis. Contoh,  aturan atau kebiasaan yang terdapat dalam keluarga. Pengendaliannya langsung secara spontan dan tidak direncanakan. Desas desus atau Gosip dapat juga sebagai bentuk pengendalian sosial yang dapat membuat pelaku penggaran sadar akan perbuatannya.

5. Pengendalian sosial melalui Sosialisasi


Apabila suatu masyarakat ingin berfungsi efektif, maka para anggota masyarakat harus berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang mengatur pola hidup dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu diperlukan proses penanaman nilai dan norma yang disebut sosialisasi. Dalam sosialisasi, individu-individu menjadi anggota masyarakat dikendalikan sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang. Sosialisasi adalah membentuk kebiasaan, keinginan dan adat istiadat. Apabila masing-masing individu memiliki pengalaman sosialisasi yang sama, maka mereka akan suka rela dan tanpa berpikir panjang lagi akan perilaku sesuai denga harapan-harapan sosial. Melalui sosialisasi seseorang menginternalisasikan norma dan nilai. Sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus bisa merubah mindset atau cara pandang masyarakat akan sesuatu. Contoh, masyarakat awam yang tidak tahu adat istiadat, aturan dan norma sosial akan semakin mengerti tentang hal-hal tersebut, jika sosialsiasi dilakukan secara kontinu. Dengan demikian, potensi seseorang untuk menyimpang dari aturan yang sangat kecil.

6. Cara Pengendalian Sosial melalui Tekanan


Pengendalian sosial adalah suatu proses yang lahir dari kebutuhan individu agar diterima ke dalam suatu kelompok. Untuk bisa diterima dalam suatu kelompok, kita akan selalu berusaha mengikuti nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok itu. Seseorang cenderung mengekspresikan pernyataan pribadinya seirama atau sesuai dengan pandangan kelompoknya. Contohnya, seseorang menjadi anak yang saleh yang mana sebelumnya tidak demikian, setelah tekanan pergaulan dengan anak-anak yang soleh maka dia menjadi anak soleh. Hal ini terjadi  karena tekanan pergaulan, sebaliknya seorang tidak suka rokok mejadi suka merokok boleh jadi karena tekanan pergaulan dengan anak-anak yang merokok.

Ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam pengendalian sosial adalah sebagai berikut :

a. mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma tersebut.

b. Memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang taat pada norma-norma sosial.

c. Mengembangkan rasa malu dari diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyinmpang dari norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku.

d. Menimbulkan rasa takut dan 

e. menciptakan suatu sistem hukum dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Seseorang dimanapun dia hidup, secara sadar maupun secara tidak sadar selalu akan menciptakan suatu kebiasaan bagi dirinya yang khas yang dinamakan habit. Selain itu juga dijumpai pola perikelakuan (patterns of behavior), yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang yang hidup dalam masyarakat.

Pranata sosial sulit berubah karena disebabkan oleh proses internalisasi norma  yang dialami seseorang dimulai sejak lahir sampai dia meninggal.  Disamping itu adanya kontrol sosial yaitu suatu mekanisme dalam kehidupan bermasyarakat yang dijalankan untuk menjamin agar individu tetap mematuhi norma-norma yang berlaku

Peranan lembaga Formal dan Informal Dalam Pengendalian Sosial


Dalam rangka memelihara dan mempertahankan sistem sosial terdapat lembaga-lembaga pengendalian sosial yang dikenal umum, seperti polisi, pengadilan, adat dan tokoh masyarakat.

1) Polisi, sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat.. Polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang yang berperilaku penyimpang dari hukum kepada seluruh masyarakat.

2) Pengadilan, merupakan alat pengendalian sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menyeretnya ke pengadilan. Pengadilan akan memberikan sanksi kepada siapapun yang terbukti bersalah. Dapat dihukum berupa dendan, kurungan atau penjara.. Perbuatan menyimpang yang nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku akan dituntut oleh dalam proses peradilan di pengadilan.

3) Adat, merupakan lembaga atau pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat tradisional. Adat yang sudah melembaga dan turun menurun disebut tradisi. Pelanggran adat mendapat sanksi dari  masyarakat itu berupa sanksi pengucilan atau diusir dari lingkungan masyarakatnya. Di Indonesia masih banyak daerah yang memelihara adatnya dan memberikan hukuman kepada warganya yang melanggar, seperti seseorang yang melakukan maksiat diarak beramai-ramai supaya ada rasa malu.

Tokoh Masyarakat, merupakan orang yang mamiliki pengaruh atau wibawa sehingga dihormati oleh anggotanya. Tokoh masyarakat memberikan keteladanan, bimbingan, nasihat dan petunjuk kepada anggotanya dan  dapat menyelesaikan konflik sesuai dengan adat tradisinya. Tokoh masyarakat yang yang bersifat formal, seperti kepada desa, camat, bupati dan seterusnya, di samping itu tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh adalah tokoh informal, seperti pimpinan agama, pimpinan adat dan lain sebagainya.

B. Sosial Kontrol Oleh Media Massa
Media massa sebagai wadah penyampaian informasi, media hiburan, dan pendidikan, juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Idealisme media tersebut sudah sangat kuat dan tertanam dikalangan pekerja media, khususnya kalangan kuli tinta yang kita kenal dengan sebutan jurnalis. 
Akan tetapi, idealisme itu perlahan mulai digerus oleh kalangan pemilik media sebagai pemilik modal dan sumber dana pengelolaan media. Sehingga berdampak terhadap pemberitaan yang cenderung beralih fungsi dan sarat akan kepentingan. Memang, tidak semua media dan jurnalisnya rela melacurkan idealismenya, meski demikian tidak sedikit pula yang melakukan hal sebaliknya.
Dengan kondisi tersebut, lagi-lagi masyarakat sebagai konsumen media itu sendiri menjadi korban perang pemberitaan, dan jika diteliti lebih dalam jangka panjang akan merugikan bangsa dan negara kita sendiri. Sebagai masyarakat yang kritis, tentunya permasalahan ini dianggap penting mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai pemberitaan.
Pemberitaan media sangat berdampak terhadap psikologi, gaya hidup, dan opini masyarakat. setiap perilaku dan pola pikir masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh pemberitaan di media massa. Sehingga jika pemberitaan itu tidak baik maka secara tidak langsung opini dan perilaku masyarakat juga akan terpengaruh. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa peran media cukup sentral dalam perkembangan perilaku masyarakat. 
Sesuai dengan teori kognitif dan Efek Konatif/Behavioral, efek komunikasi yang bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, usaha/upaya, yang cenderung menjadi suatu tindakan atau kegiatan-kegiatan. Karena berbentuk perilaku, maka efek konatif sering juga disebut dengan efek behavioral. Efek konatif/behavioral tidak langsung timbul seketika sebagai akibat terpaan media massa. Melainkan, didahului oleh efek kognitif dan atau efek afektif yang telah berlangsung sebelumnya. Efek komunikasi ini sekaligus menjadi indikator atau tolok ukur keberhasilan dari proses penyampaian pesan komunikasi dari pihak komunikator kepada komunikan.
Media komunitas merupakan salah satu jenis media baru yang dikembangkan oleh komunitas-komunitas tertentu untuk kepentingan komunitas itu sendiri. Melihat perkembangannya, media komunitas, baik dari sisi kecepatan pemberitaan, akses, dan lain sebagainya  sangat potensial untuk dijadikan sebagai media controlling terhadap media mainstream, khususnya untuk mengembalikan fungsi media kepada idealisme yang seharusnya. Media komunitas juga bisa berfungsi mengkritisi pemberitaan media yang dapat mengancam keutuhan NKRI baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menghadapi realita yang ada bahwa selalu banyak hal yang bertumbukan, termasuk harapan perorangan, perkelompok, bahkan dalam entitas yang lebih besar, perbangsa, yang bertumbukan dengan pahitnya realita. Harapan ini tidak abstrak, melainkan sesuatu yang telah tertuang dalam auran hidup bernegara, sehingga bila disebut bahwa harapan tadi berujung masygul dapat diukur.

Beberapa di antaranya ialah persoalan hukum yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Contoh kasus yang bermunculan seperti: Kasus pencurian tiga biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp 10.000,- oleh Nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan, kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan yang terakhir adalah kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini merupakan gambaran betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita.

Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum, mendapat hukuman ringan bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara (Bidari, 2015: 1-2)

Keterkaitan
Berangkat dari hal tersebut maka perlu adanya kontrol sosial. Kontrol sosial adalah sikap dan tingkah laku masyarakat secara perorangan atau berkelompok yang ditujukan terhadap perorangan atau berkelompok dengan maksud untuk memperbaiki keadaan dengan bentuk lisan atau tulisan yang disalurkan secara langsung atau tidak langsung terhadap aparatur pemerintahan atau lembaga-lembaga masyarakat yang terkait sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Sukarna, 1990: 2-3). Hal tersebut diperuntukkan untuk melepaskan masyarakat dari hegemoni (suatu kondisi penguasaan yang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, usaha penundukkan tanpa dirasa sebagai penundukkan).

Gramsci menunjukkan situasi ketidaksadaran pada alam pikiran masyarakat atas situasi yang menindas atau tidak mendatangkan kesejahteraan pada rakyat, melainkan sebaliknya, menyengsarakan. Situasi ketidaksadaran (false consciousness, Karl Marx, pen) itu disebutnya sebagai hegemoni, yakni dominasi yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak diketahui oleh objek (pen) atau kelompok yang didominasi atau hegemoni (Mudhoffir, 2013: 90).

Masih dalam sumber yang sama, “Berlangsungnya kekuasaan yang hegemonik tidak lagi menghadirkan pengawasan secara eksternal karena ia telah diinternalisasikan dari dalam objeknya. Jadi tidak mudah mempersoalkan suatu masalah ketika dianggap given, taken for granted, dan hadir seolah sebagai suatu yang normal.”
Alat propaganda yang kemudian digunakan pemilik kekuasaan sebagai langkah untuk menghegemoni massa rakyat ialah media massa.

Media berfungsi menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan dominan (Morissan, 2013: 530). Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa media dapat menggiring opini publik. Tentang bagaimana hegemoni (ideologis) ini menyebarkan sayapnya, Stuart Hall berpendapat, media massa merupakan sarana paling penting dari kapitalisme abad ke-20 untuk memelihara hegemoni ideologis, sebagaimana juga menyediakan kerangka berfikir bagi berkembangnya budaya massa. Melalui dimana kelompok dominan terus-menerus berusaha mempertahankan, melembagakan, melestarikan kepenguasaan demi menggerogoti, melemahkan, dan meniadakan potensi tanding dari pihak-pihak yang dikuasai (Burhan Bungin, 2008:29).

Untuk membaca usaha-usaha hegemoni yang dibangun pemilik kekuasaan perlu dilakukan peninjauan-peninjauan ulang terhadap kebijakan-kebijakannya yang seringkali “jauh panggang dari api”, masyarakat tentu mengharapkan kebijakan pemerintah ialah kebijakan yang pro rakyat bukan berlaku sebaliknya. Peninjauan ini dapat dilakukan oleh kaum terdidik atau intelektual. Robertus Michels mengenai kaum intelektual, “orang-orang yang memiliki pengetahuan, atau dalam arti sempit, mereka yang mendasarkan penilaiannya pada renungan dan pengetahuan, yang kurang langsung dan tidak semata-mata berasal dari persepsi inderawi tidak seperti halnya kaum non intelektual (Alatas, 1988:12).

Perubahan sosial yang disebabkan oleh proses reproduksi dan proses penciptaan kemudian akan membentuk manusia-manusia baru yang memliki intelektualitas relatif lebih tinggi dibanding masyarakat biasa, manusia-manusia baru ini ialah mahasiswa. Keberadaan mahasiswa mendapat tempat di masyarakat sebagai kaum intelektual yang mampu mengusung ide-ide baru dan dianggap mempunyai prestise yang tinggi (Minto Rahayu, dkk, 2013: 145). Kemudian hal ini yang mendasari penulis membatasi kaum intelektual yang dimaksud dalam tulisan ini ialah mahasiswa yang juga memiliki fungsi sebagai Social Control.

Tugas mahasiswa sebenarnya adalah sebagai Agent Of Change, Social Control, Moral Force, dan Iron Stock (Asterina, 2012: 1). Masih dinukil dari sumber yang sama, “Peran dan fungsi mahasiswa sebagai Social Control yaitu sebagai kontrol atau barometer kehidupan sosial di dalam suatu masyarakat. Mahasiswa dapat mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, yaitu seperti mendemo kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai”. Mendemo sebagaimana yang dimaksud ialah berawal dari kesadaran yang akhirnya melecut resistensi mewujud aksi demonstrasi yang diharapkan timbul reaksi proaktif dari pemerintahan untuk mendengarkan suara-suara rakyat yang diwakili mahasiswa sebagai kaum terdidik atau intelektual sebagai bentuk kontrol sosial.

Sebagaimana dituliskan sebelumnya bahwa kontrol sosial ini bisa berupa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Yang pada kesempatan kali ini penulis akan membahas kontrol sosial dengan melalui tulisan yang pada abad millennial ini perlu dibudayakannya literasi, dimana kemampuan literasi ini bahkan menjadi pertimbangan diadakannya kurikulum 2013 yang menggambarkan posisi betapa pentingnya kemampuan (literasi) yang satu ini.

Konstruksi Isi dengan Teori

Ada pun pisau analisis yang digunakan penulis yaitu teori konflik yang khas dengan sistem kelasnya, stratifikasi sosial. “Karl Marx sees society as an arena of social conflict. To him, function and role of social institutions can be best understood by its economic system. As per his doctrine, social institution, education system strengthens existing class system that contains two main classes: bourgeoisie, haves an proletariat, have not. In this system “haves” own the means of production, base and run the social institution while proletariats have not the base, they can only sell their labor at cheap rate for survival. According to his approach, educational institutions provide the workface to bourgroisie class.” (Omer & Jabeen, 2016: 196-197).

Adapun terjemahan bebasnya sebagai berikut, Karl Marx melihat masyarakat seperti sebuah arena konflik sosial. Baginya, fungsi dan peran institusi sosial dapat baik dimengerti dengan sistem ekonomi. Seperti setiap doktrinnya, institusi sosial, memperkuat sistem pendidikan yang memiliki sistem kelas yang di dalamnya terdapat dua kelas: kelas borjuis (yang berada), kelas proletar (yang tidak berada). Dalam sistem berada ini kepemilikan berarti produksi, berdasar, dan menjalankan institusi sosial sementara proletar tidak berdasar. Mereka hanya dapat menjadi buruh bagi kaum borjouis dengan rerata bayaran yang rendah untuk bertahan hidup.

Menurut pendekatan Marx, institusi pendidikan mempersiapkan pekerja untuk kaum borjuis. Kemudian stratifikasi sosial adalah hierarki yang ada dalam masyarakat. Hierarki ada yang sengaja dibuat dan ada yang terlahir secara alamiah (Hanani, 2016: 39). Hierarki ini yang kemudian mempetakan kelompok powerfull yang berada pucuk garis vertikal dan powerless berada dititik paling bawah garis vertikal. Powerfullialah pemerintah, sedangkan powerless ialah masyarakat dominan (di negara yang angka kesenjangan ekonominya masih tinggi). Sehingga segala tendensi penguasa seringkali menggunakan instrument-instrumen kekuasaannya untuk melanggengkan kekuasaannya atau paling tidak meminimalisir suara sumbang yang mengganggu jalannya kekuasaan dengan jalan menyetir media untuk membentuk framing negara baik-baik saja atau untuk membentuk konsesnsus pro pemerintahan.

Rocky Gerung, Dosen Universitas Indonesia, pernah berujar tajam soal pengendalian kebenaran yang dibangun hanya dalam kacamata rezim yang berkuasa, “artinya ada kebohongan yang disembunyikan. Pembuat berita bohong terbaik adalah pemerintah yang berkuasa. Alasannya, penguasa memiliki seluruh peralatan untuk berbohong, seperti intelijen, data statsitik, dan media.” Dilansir dari laman republika.co.id

Dengan uraian di atas bahwa perlu adanya tindakan-tindakan untuk pencerdasan kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa sebagai kaum intelektual sebagai bentuk kontrol sosial dengan menerbitkan tulisan-tulisan ilmiah sebagai kritik bagi pemerintah agar serius mengurusi rakyat bila ada kekeliruan dalam menjalankan negara, terlebih jika ternyata negara memproduksi kabar bohong. Di sana mesti ada resistensi berbentuk tulisan demi me-counter hegemony untuk menyadarkan masyarakat melalui transmisi pengetahuan (sosiologi baru dalam ilmu pengetahuan, Karl Manheim) dan menegur pemerintah oleh media massa yang digunakan oleh kaum intelektual, mahasiswa

Penayangan Foto Koruptor di Televisi, atau penayangan pelaku kejahatan atau perilaku asusila bagi para pejabat atau pengungkapan kasus kejahatan secara terbuka adalah beberapa contoh kontrol sosial yang dilakukan oleh media.
Pelaku penyimpangan norma atau nilai sosial yang diberitakan dalam media massa tersebut akan menanggung malu yang tak terkira, sehingga orang akan takut untuk melakukan kejahatan yang sama.
 Kemampuan media melaksanakan fungsi kontrol sosial  ditentukan oleh tingkat integritas media massa dalam penilaian warga yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan integritas adalah sejauh mana media dinilai jujur,konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan perannya selama ini. Jika suatu media dinilai jujur, konsekuen dan konsisten maka tingkat kepercayaan masyarakatpun semakin tinggi terhadap media.

Pemberitaan media massa mengenai Prestasi Film daun diatas Bantal ,Garin Nugroho di ajang Festifal  Film diPerancis  merupakan sosial kontrol dalam menegakkan akan nilai-nilai yang baik, agar orang mneladani prestasi dan kualitasnya sebagai sutradara berbakat.
Media massa juga turut membantu mengumpulkan dan mengaspirasikan masyarakat tentang perumusan undang-undang  anti Pornografi dan Pornoaksi serta undang-undang kepenyiaran misalnya, reaksi masyarakat terhadap undang-undang itu selalu disebarluaskan oleh media. Hal ini  bentuk pengendalian sosial sesuai pendapat Koentjaraningrat yaitu media massa membantu menciptakan sistem  hukum.

Jika media massa  berbuat tidak semestinya misalnya memberitakan hal yang bohong,mengganggu kerukunan masyarakat masyarakat menyatakan protes ataupun boikot terhadap nilai yang dianggap tidak berperilaku seperti yang seharusnya.

Sistem Komunikasi Massa yang dirancang untuk menarik sebanyak mungkin perhatian dan apresiasi dari masyarakat akhirnya memberikan efek kepada masyarakat itu sendiri. Fungsi Media Massa membuat kita sedikit banyaknya bergantung dengan informasi yang diberikan oleh media massa. Ketergantungan ini juga menyebabkan banyak sekali informasi atau berita yang tidak benar bermunculan, sehingga kita juga harus berhati – hati untuk memilih, memilah dan menyaring berita tersebut sebelum dibagikan kepada orang banyak. Padahal Fungsi Media Massa Menurut Para Ahli harusnya memberikan informasi yang valid dan dapar dipercaya sehingga memberikan Pengaruh Media Massa Terhadap Masyarakat  yang juga akan membuat masyarakat semakin terdidik. Model Komunikasi Massa sekarang ini banyak dipengaruhi oleh beraneka ragam fungsi komunikasi massa itu sendiri. Nah, sebenarnya apa saja fungsi dari komunikasi massa? untuk itu kali ini kita akan membahasnya secara lebih dalam lagi agar fungsi dari komunikasi massa tersebut dapat kita mengerti. Berikut ini, fungsi komunikasi massa yang berhasil kami rangkum dari beberapa sumber terpercaya.

  Surveillance mengacu kepada yang kita kenal sebagai peranan berita dan informasi dari media massa. Media mengambil tempat para pengawal yang pekerjaannya mengadakan pengawasan. Orang-orang media itu, yakni para wartawan surat kabar dan majalah, reporter radio dan televisi, koresponden kantor berita, dan lain-lain berada dimana-mana di seluruh dunia, mengumpulkan informasi buat kita yang tidak bisa kita peroleh.

Informasi itu kemudian disampaikan kepada organisasi-organisasi media massa yang dengan jaringan luas dan alat-alat canggih disebarkan ke seluruh jagat.

Fungsi pengawasan dapat dibagi menjadi dua jenis:

Pengawasan peringatan (warning of beware surveillance)
Pengawasan jenis ini terjadi jika media menyampaikan informasi kepada kita mengenai ancaman letusan gunung api, angin topan, kondisi ekonomi yang mengalami depresi, meningkatnya inflasi, atau serangan militer.

Peringatan ini diinformasikan segera dan serentak (program televisi diinterupsi untuk memberitakan peringatan bahaya tornado), dapat pula diinformasikan ancaman dalam jangka waktu lama atau ancaman kronis (berita surat kabar atau majalah secara bersambung mengenai polusi udara atau masalah pengangguran). Akan tetapi, memang banyak informasi yang tidak merupakan ancaman yang perlu diketahui oleh rakyat.

Pengawasan instrumental (instrumental surveillance)
Jenis ini berkaitan dengan penyebaran informasi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Berita tentang film yang dipertunjukkan dibioskop setempat, harga barang kebutuhan di pasar, produk-produk baru, dan lain-lain. Yang perlu dicatat adalah tidak semua contoh pengawasan instrumental seperti yang disebutkan dijadikan berita. Publikasi skala kecil dan yang lebih spesifik seperti majalah-majalah atau jurnal-jurnal pengetahuan atau keterampilan juga melakukan tugas pengawasan. Bahkan fungsi pengawasan dapat dijumpai pula pada isi media yang dimaksudkan untuk menghibur.

Media Massa (Pers) sebagai Fungsi Kontrol Sosial

Pers merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan. Pers bergerak dalam bidang pengumpulan dan penyebaran informasi (baca: jenis-jenis berita). Pers memiliki visi untuk ikut mencerdaskan dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, pers harus memperhatikan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka, dan pers dituntut untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut bagi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999; dinyatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial serta wahana komunikasi massa. Pers melaksanakan kegiatan jurnalistik, dan berperan sebagai media informasi yang memiliki fungsi pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial. Sebagai media informasi, pers mempunyai tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi positif yang mendukung kemajuan masyaakat. Sebagai media pendidikan, pers bertanggung jawab untuk menyampaikan fakta secara objektif dan selektif, sehingga dapat menyeimbangkan arus informasi. Sebagai media hiburan, pers bertang ung jawab untuk memberikan hiburan yang bersifat netral dan mendidik, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagai media kontrol sosial, pers berfungsi untuk menyampaikan dan memaparkan peristiwa buruk, atau keadaan yang menyalahi aturan, tidak pada tempatnya; yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar masyarakat menyadari kejadian disekitarnya, dan waspada serta dapat melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, hal tersebut juga akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan, serta berbuat baik pada sesama.

Dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, pers mengandung makna demokratis yang memiliki unsur: (1) sosial participation, yaitu keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan; (2) social responsibility, yaitu pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat; (3) social support, yaitu dukungan rakyat terhadap pemerintah; serta (4) sosial control, yaitu pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah dimasyarakat. Dibawah ini akan kami paparkan lebih luas mengenai fungsi pers dalam media kontrol sosial.

Pers berfungsi melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan khususnya dalam pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut bisa berupa korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), ataupun penyimpangan dan penyelewengan jabatan lainnya. Melalui media massa (baca: pengaruh media sosial, pers memegang peranan penting dalam memperbaiki keadaan.

Pers berfungsi untuk menyampaikan serta memaparkan peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa buruk tersebut bisa berupa keadaan yang menyalahi aturan, atau keadaan yang tidak pada tempatnya. Fungsi pers sebagai ‘penyampai berita buruk’ ini penting dilakukan, agar masyarakat dapat menemukan solusi untuk melakukan pencegahan, atau setidaknya menjadi lebih waspada; sehingga peristiwa serupa tidak lagi terjadi. Selain itu, berita buruk yang disampaikan pers juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Selain memberitakan penyelewengan yang terjadi dalam pemerintahan, pers juga berfungsi untuk memberitakan kebijakan-kebijakan baik yang dilakukan pemerintah secara aktual dan faktual. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat memberi dukungan kepada pemerintah, terkait kebijakan tersebut (baca: komunikasi politik). Dengan demikian, selain mempermudah pemerintah dalam melakukan pembangunan masyarakat, juga akan mencerdaskan masyarakat dan menghindarkan masyarakat hanya memandang sisi buruk pemerintahan.

Pers berfungsi sebagai jembatan antara semua pihak sosial, memberikan informasi yang berimbang dan aktual. Dalam hal ini pers harus bersifat netral. Ketika terjadi penyelewengan kekuasaan yang dilakukan pejabat pemerintah, semisal korupsi; pemberitaan yang dilakukan pers dapat membuat rakyat merespon dan akhirnya bergerak menuntut perbaikan keadaan (baca: peran media massa dalam pembentukan moral). Sebaliknya, ketika suatu keadaaan yang tidak semestinya terjadi dalam masyarakat, maka akan jumlah khalayak yang merespon pemberitaan tersebut akan semakin besar; akibatnya pemerintah mau tidak mau akan mempertimbangkan serta merespon isu media tersebut.

Sponsors Link

Sebagai kontrol sosial, pers diharapkan berperan aktif dalam sistem pemerintahan, baik terkait kebijakan pemerintah maupun aliran dana, dan lainnya (baca juga: posisi jurnalistik dalam ilmu komunikasi). Sehingga terjadi transparasi dalam sistem pemerintahan terhadap mayarakat. Dala hal ini pers berperan sebagai watch dog of the public interest, dimana pers harus senantiasa membela kepentingan mayarakat.

Selain berperan aktif dalam sistem pemerintahan, sebagai control sosial pers juga bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam sistem kemayarakatan. Baik terkait pendapat umum yang tercipta, maupun keadaan mayarakat itu sendiri. Sehingga pers akan mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas dan sejahtera.

Pers berfungsi sebagai alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Dengan melakukan berbagai pemberitaan yang dianggap penting, pers mampu mencerdaskan masyarakat dan mendorong pembentukan pendapat umum. Dengan demikian akan mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam negara demokrasi seperti di Indonesia (baca: sistem komunikasi indonesia), pers berfungsi sebagai penjaga demokrasi. Untuk melakukan perannya tersebut, pers dituntut untuk melakukan pengawasan lingkungan, secara aktif dimanapun pers tersebut berada. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh pemerintah, dengan menuangkannya dalam UU Pers No. 40 tahun 1999.

Pemberitaan pers berfungsi sebagai sistem reward dan punishment bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah misalnya, pemberitaan mengenai penyelewengan dana atau korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah tertentu akan menimbulkan efek jera. Mereka juga akan jeuh lebih berhati-hati lagi dalam melakukan korupsi, sehingga diharapkan jumlah korupsi akan semakin berkurang. Sebaliknya, nilai berita kebaikan yang dilakukan pemerintah akan memberikan respon positif atau pujian dari masyarakat, sehingga membuat pejabat terkait merasa dihargai dan terdorong untuk merusaha lebih baik lagi membagun Negara. Bagi masyarakat, ketika kebaikan dalam mayarakat disampaikan, maka secara tidak langsung akan mendatangkan pujian bagi masyarakat terkait. Selain itu juga mendorong masyarakat lain untuk mengikuti jejak kebaikan yang dilakukannya. Demikian pula sebaliknya, keburukan yang dilakukan oknum masyarakat tertentu akan menimbulkan celaan, yang akan menjadi hukuman sosial bagi oknum terkait.

Pers berfungsi untuk mengotrol, mengkritik, dan mengkoreksi segala sesuatu terkait sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang bersifa konstruktif. Maksud konstruktif disini adalah, bahwa semua pemberitaan pers haruslah bersifat membagun, dan bukannya merusak (destruktif) tatanan dalam masyarakat dan pemerintahan. Dalam hal ini, pers wajib melakukan kontrol serta seleksi terhadap pemberitaan yang dipublikasikannya . Mana yang penting, yang perlu dan pantas untuk disebarluaskan 

Soal Latihan:

1. Apakah yang dimaksud kontrol sosial (pengedalian sosial)?

2. Bagaimana cara-cara kontrol sosial (pengendalian sosial)  dilakukan? Jelaskan!

3. Jelaskanlah dengan contoh-contoh cara-cara kontrol sosial (pengendalian sosial) yang terdapat dalam masyarakat?
4. Efektifkah penayangan pelaku koruptor di media televisi ? Jelaskan dengan alasan 
5. Sebutkan bentuk-bentuk penayangan yang mampu memberikan efek pengendalian sosial 
6. Apakah fungsi media sebagai kontrol social?
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